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Latar Belakang

Sejak UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan, upaya mewujudkan Lembaga
Penyiaran Publik (LPP) yang kuat, netral, independen, dan profesional terus dilakukan berbagai
pihak termasuk kelompok masyarakat sipil. Akan tetapi, hasil yang diperoleh masih jauh dari
harapan. Baik Radio Republik Indonesia (RRI) maupun Televisi Republik Indonesia (TVRI)
selaku pemegang mandat LPP nasional masih bergelut dengan kompleksitas permasalahan
internal yang tidak bisa diatasi sendiri karena bersifat struktural. Kondisi yang sama juga
dihadapi oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Kecenderungan kepala daerah untuk
menjadikan LPPL sebagai instrumen politik kekuasaan sangat kuat tanpa kontrol dari
masyarakat. Di samping itu, dasar hukum operasional LPP berupa Peraturan Pemerintah (PP)
dan Peraturan di bawahnya ternyata tidak memadai. Akibatnya, status hukum LPP tidak jelas
dan berimplikasi terhadap eksistensi lembaga ini.

Secara ekonomi politik, demokratisasi penyiaran sebagai amanat UU 32/2002 tidak
berjalan lancar. Pelaku penyiaran swasta mengebiri fungsi-fungsi ideal regulasi dan regulator
penyiaran sehingga terjadi kemandegan tata kelola sistem penyiaran yang demokratis (Rianto,
dkk, 2012). Seandainya demokratisasi berjalan baik, akan tercipta keseimbangan antara lembaga
penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Namun,
kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa lembaga penyiaran swasta begitu kuat, sedangkan
lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas cenderung mengalami pelemahan
baik di lingkup regulasi maupun operasional.

Berdasarkan fakta empirik tersebut, muncul kesadaran dari sejumlah elemen masyarakat
sipil bahwa untuk membangun LPP yang kuat, netral, independen, profesional, dan berstandar
internasional tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara-cara biasa, misalnya dengan
perbaikan sistem manajemen. Sebab, persoalan utamanya bukan di aspek manajerial semata,
tetapi menyangkut aturan perundangan yang menjadi payung hukum. Selama peraturan
perundangan yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan LPP masih sama, mustahil dapat
mewujudkan LPP seperti diharapkan banyak pihak. Sehubungan dengan itu, Usul Inisiatif
Komisi | DPR RI periode 2009-2014 mengenai perlunya Undang-Undang Radio Televisi
Republik Indonesia (UU RTRI), patut disyukuri dan didukung sepenuhnya. Keberadaan UU
RTRI yang berdiri sendiri, terpisah dari UU Penyiaran akan menjadi jawaban atas tuntutan
revitalisasi RRI dan TVRI sebagai LPP yang kuat, independen, profesional, dan berstandar
internasional. Di berbagai negara maju, keberadaan LPP memang diatur melalui UU tersendiri.
Misalnya, di Australia penyiaran publik diatur melalui ABC Act dan BBC di Inggris diatur
dengan Royal Charter (Masduki, 2017).

Gagasan melahirkan UU RTRI mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk
masyarakat sipil yang peduli terhadap isu penyiaran publik. Rumah Perubahan Lembaga
Penyiaran Publik (RPLPP) sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang menaruh perhatian
pada isu penyiaran publik merasa terpanggil memberikan sumbangan pikiran dalam
mewujudkan UU RTRI yang akan menjadi payung hukum keberadaan LPP di Indonesia. Niat
RPLPP untuk berkontribusi dalam proses lahirnya UU RTRI tersebut didukung oleh Yayasan
Tifa yang kemudian mendanai sejumlah studi selama periode 2013-2017. Berdasarkan hasil
studi itulah kemudian lahir RUU RTRI versi publik dilengkapi dengan Naskah Akademik.

Publik perlu terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan penyiaran dalam bentuk
undang-undang agar aspirasinya terwadahi. Apalagi dalam upaya mewujudkan lembaga
penyiaran publik yang kuat, independen, profesional, dan berstandar internasional keterlibatan
publik sangat menentukan. Fakta empirik menunjukkan bahwa di negara-negara demokratis,



penyiaran publik dapat berkembang baik karena adanya dukungan penuh dari publik, terutama
dalam hal pendanaan melalui mekanisme iuran penyiaran. Dengan kata lain, eksistensi
penyiaran publik akan sangat ditentukan oleh partisipasi warga negara. Oleh karena itu, selama
berlangsungnya proses legislasi untuk melahirkan UU RTRI, pihak DPR RI dan Pemerintah
wajib membuka akses seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi. Publik sebagai
pemilik LPP, jangan sampai hanya menjadi penonton, tetapi harus berperan sebagai subjek yang
ikut menentukan isi UU RTRI agar sesuai dengan kepentingan publik.

Penerbitan buku RUU RTRI dan Naskah Akademik versi Publik ini memiliki beberapa
tujuan. Pertama, secara politis penerbitan buku ini merupakan bentuk artikulasi atas aspirasi
publik yang perlu mendapatkan perhatian dari para wakil rakyat di Senayan sehigga betul-betul
terakomodasi di dalam UU RTRI. Kedua, makna edukatif. Di tengah minimnya referensi
mengenai penyiaran publik di Indonesia, penerbitan buku ini dapat menjadi sumbangan
berharga sebagai sumber belajar bagi siapa pun yang ingin mendalami mengenai penyiaran
publik. Ketiga, secara sosiologis kehadiran buku ini dapat menjadi potret mengenai kondisi
sosial — terutama dari aspek media penyiaran - yang ada pada saat buku ini disusun. Keempat,
makna kultural. Dengan diterbitkannya menjadi buku, proses dialektika yang berlangsung di
level masyarakat sipil terekam dengan baik sehingga dapat menjadi warisan peradaban bagi
generasi mendatang.

Dengan demikian, sebuah diskusi dan dialog sejatinya perlu dilakukan guna
mengarusutamakan RUU RTRI ini beserta naskah akademiknya. Kedua dokumen ini adalah dua
kesatuan yang tak terpisahkan secara konseptual. Naskah akademik menyantumkan landasan-
landasan filosofis, epistemologis, dan tentu juga argumentasi-argumentasi sosiologis dan
empiris yang didapat dari fakta lapangan yang berbasis riset. Diskusi yang akan dihelat 27
Agustus 2018 ini juga memunyai maksud agar publi sebagai konstituen utama Lembaga
Penyiaran Publik juga ikut mendorong pengesahan RUU RTRI yang menjadi cikal bakal
terujudnya penyiaran publik di Indonesia yang kuat, independen, dan profesional.

Waktu dan Tempat
Hari/ tanggal : Senin, 27 Agustus 2018

Waktu :13.00 - 16.00 WIB
Tempat : Lantai 7 gedung IASTH Departemen IImu Komunikasi Ul Salemba.
Pembicara

1. Ahmad Budiman (Peneliti pada Badan Penelitian DPR RI) — dalam konfirmasi

2. Masduki (Aktivis RPLPP, Dosen Prodi Komunikasi Ull, Mahasiswa S-3 IfKW, LMU
Munich)

3. Wakil dari KNRP

4. Bayu Wardhana — Moderator

Peserta

Diskusi dan peluncuran buku ini mengundang rekan dan mitra serta beragam pihak baik dari
kalangan akademisi, aktivis NGO, jurnalis, DPR RI, dan masyarakat umum sejumlah 50
orang.

Catatan: sebagian isi dari Kerangka Acuan ini diadopsi dari Kata Pengantar buku RUU
RTRI dan Naskah Akademik versi Publik yang akan diluncurkan pada 27 Agustus 2018.



